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KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

| PERATURAN DESA CANDIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2021
| TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

: wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2020,

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik

Mengingat - 1.

Indonesia nomor 4723);
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2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor
5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Decsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesechatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

, Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321);

TR Y
7. Rk -

_ 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
F Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12,

13.

14.

Indonesia Nomor 5864);

Peraturan  Pemerintah ~ Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Discase 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman  yang Membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada
kondisi Tertentu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan

Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

e —
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15.

16.

17,

18.

19,

20.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Nomor : 140-8698 Tahun 2017

Nomor : 954/KMK.07/2017

Nomor : 116 Tahun 2017

Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan rransmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum  Pemdampingan

i
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Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Eineat
Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun ‘_
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, :
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);

o ——————

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 |

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan ;
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka 1
Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Anacaman Yang f
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia = Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan darurat Bencana;

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2019
tentang Penanganan Keadaaan Darurat bencana Di
Provinsi Jawa Timur;

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 12
Oktober 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
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29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam

Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57
tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 tahun 2019
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
Lainnya;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020
tentang tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di
Desa;

Pcraturén Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2020
tentang tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa Atas Pelunasan dan Realisasi

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2020 di Kabupaten Magetan;

peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

Dipindai dengan CamScanner

i
|
|
{



37.

38.

39.

40.

41

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020
tentang p enjabaran Perubahan APBD Tahun 2020;

Peraturan Desa Candirejo Nomor 04 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes);

Peraturan Desa Candirejo Nomor 05 Tahun 2020
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) Tahun 2020;

Peraturan Desa Candirejo Nomor 06 Tahun 2020
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020 ;

Peraturan Desa Candirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020,

Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 02 Tahun 2020
Tentang Perubahan  Atas Peraturan Kepala Desa
Candirejo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 03 Tahun 2020
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020;

Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 04 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa
Candirejo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 05 Tahun 2020

er

Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
en

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan Il Tahun

2020;

turan Kepala Desa Candirejo Nomor 6 Tahun 2020
a

gk g perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Desa
tentan
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Candircjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penctapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan [II
Tahun 2020.

48.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO
_ dan
E KEPALA DESA CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

. Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG  LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIREJO
g
E TAHUN ANGGARAN 2020
E1 Pasal 1

ST

L

| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian

| 1. Pendapatan Desa Rp. 1.369.552.607,-
| 2. Belanja Desa
{ a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 618.792.823,-
i b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 334.096.000,-
’ c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 25.362.420,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 35.300.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 401.891.600,-
dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja Rp. 1.415.442.843,-
Surplus/Defisit Rp. (45.890.236) -
. 3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 63.642.658,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Pembiayaan Netto Rp. 63.642.658,-
Rp. 17.752.422,-

SILPA Tahun Berjalan
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Pasal 2

yraian lebih lanjut men i :
pesa sebagaimana dim gznal hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
aksud Pasal 1, terc ;
‘ 5. ' antu
ini yang _—r T m dalam lampiran Peraturan Desa
a. Lampiranl — : Laporan Keuangan
Lampiran : o o o
b. P I : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari -

. 31 Desember Tahun Anggaran 2020
c. Lampiranlll : Daftar program sektoral, program dacrah dan program

lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

| Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
. terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan
rita Desa oleh Sekretaris Desa.

. Peraturan
| Agar setiap orang dapat mengetahui,
| Desaini dalam Lembaran Desa dan be

| Ditetapkan di Candirejo

2pggal 25 Februari 2021
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